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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata menurut Salim HS adalah keseluruhan kaidah-kaidah
hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan
antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan
kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Sedangkan menurut

Riduan Syahrani, Pengertian Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur

hubungan hukum antara orangIBIs_attArM)rang lain di dalam

masya_ bergan kepada |<epen'gFg L perseorangan

(prlbadl)—
~——

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari konflik kepentingan
privaat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik
antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan
hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk
subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial,

terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privaat subyek

! Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum. Yang Menerbitkan Prestasi Pustakaraya:
Jakarta, 2016, him. 35.



hukum lain.? Sehingga atas konflik yang terjadi dibutuhkan suatu penyelesaian

sengketa dan penegakan atas hukum perdata.

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu
penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (dikenal dengan cara
non litigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) yang juga disebut
sebagai cara penyelesaian sengketa secara conventional. Penyelesaian
sengketa perdata melalui pengadilan bersumber pada Hukum Acara Perdata
positif, yaitu het Herziene Indische Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan
Madura, dan Rechts Reglement van Buitengewesten (RBg) untuk wilayah luar

Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya.?

Hukum acara perdata adalah rIAIB EnAMang berfungsi untuk
mempertahankan, “memelihara (g 6e}uﬁagék16n| keﬁnfuar]_hgwerdata

materiil. *

Batasan Hukum Acara Perdata dapat dideskripsikan secara singkat
adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang
untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses
hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka

2 Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose :

Jogjakarta, 2014, him 92

8 http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kajian-Terhadap-Hukum-
Penyelesaian-Sengketa-Perdata.pdf, diakses pada tanggal 11 Januari 2020, Pukul 21.00
WIB.

4 Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Ibid.
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mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.> Hukum Acara Perdata
bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono
Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut :

“Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai
dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada
umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon
peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung
haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat
yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya,
apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua
belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi
para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan.
Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan
formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh Raad van Justitie
dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa
dan yang dipersamakarl BﬂﬂﬁMurampermuran yang
sangat mengikat itu ' laun sudah tidak
memuaskan. Di negeri B a pun maki kera; nya aliran yang

berkehendak menyederh L@I@ a rdata digapa/.®

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana,
cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang
beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan
proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat
diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang

dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.” Namun dalam praktiknya,

5 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif
Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni: Bandung, 2012 him 7

6 Ibid, him 8.

7 http://repository.unand.ac.id/21926/3/babl.pdf diakses pada tanggal 02 Desember 2020
pukul 11.05.
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penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang
dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di
Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit
dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat

menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun
2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan small claim court,

yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat.

Beberapa pembatasan tjaaaIM' AMMA Nomor 2 Tahun

2015. Misalnya, dalam pengaﬁ% @Jbﬁt@,@llai @Jﬁ pﬁk@a\/l\{aksimal
Rp.200.0007000;00»(dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian
sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian
perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat
final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan
sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum mapun advokat seperti
halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat
dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama
persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila
Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa
advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu
sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan
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jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (litigation of
efficiency). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai
sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para

pihak secara cepat dan sederhana.®

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang
lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan
mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan
perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana.® Semua materi
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak
negara. Seperti, jJangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim
tunggal, ada batasan nilai gug i di tingkat pertama.
Dengan_diterbitkannya PERMA(No oh T L1n ﬁ@ dih dapat
memberikan~tmpact terhadap p%sg pe?egaianﬁsperkarr;a?eigﬂa?a yang
berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya

dianggap sebagai adagium.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika

Peradilan Sederhana atau Small Claim Court di Indonesia sudah mulai

8 Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana berbunyi, “‘Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap
persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”.

9 Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 :

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan
hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah)

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana

diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau

b. sengketa hak atas tanah.



diterapkan seiring dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
Namun, setelah dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian
gugatan sederhana, Mahkamah Agung memperluas nilai objek perkara
menjadi maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).® Pembatasan
nilai obyek perkara dalam Peradilan Sederhana diharapkan mampu membuat
terobosan baru guna memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi
tumpukan perkara khususnya perkata perdata dalam ruang lingkup
Mahkamah Agung. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menuangkan
permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa Skripsi dengan judul :

KEPASTIAN HUKUM PENYELIB!‘I SEA(MDERDATA MELALUI

GUGATAN-SEPERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN
roro TR O CNOO[ OF | SW

TENTANG TATA'CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik khusus mengenai gugatan sederhana dalam
penyelesaian perkara perdata ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui

Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019

10 Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.



Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian di atas adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Kkarakteristik khusus mengenai gugatan
sederhana dalam penyelesaian perkara perdata.

2. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa

Perdata Melalui GugaIachEeﬁMrkan Perma Nomor 4

memhahung20d9dentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015

wp— 5 1Ok Q@ W
b. MaMtian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana
Hukum dalam llmu Hukum.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa hukum khususnya mengenai penyelesaian gugatan
sederhana perkara perdata di pengadilan.

3. Sebagai pedoman bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini

lebih lanjut.



D. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, mapun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu yang tengah dihadapi.l! Penelitian normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau
data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum. Penelitian hukum
secara normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan doktrinal yaitu
dengan berpedoman pada doktrin-doktrin para ahli hukum (Jurist)
terdahulu.

Metode penelitian iImiihBaEsAM untuk menganalisa

Suattpermasalahansdengan melakukan konstruksi secara metodologis,
sistematis_dan_konsisten. Diﬁngjelag ;Qilitig ﬁnialh-i@aWa harus
didahului dengan usul penelitian atau “research proposal” yaitu suatu
pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti. Pada penulisan
penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu
penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan
mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.
a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa

terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana, Surabaya, 2008, him 29.



mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis
maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada
ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat
normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan

peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.!?

b. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya
bahan hukum sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian

tehadap bahan hukum primerlji%rlﬁnﬂ Miap prakteknya. Data-

datageadalah..bahan.. hukum yang digunakan dalam menganalisa
permasalahan _dalam_skripsi |$ Ig;k};l QQJ mQJ]Zkalﬂ-Qt\éyri suatu
penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang
akan dibahas. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam suatu
penelitian hukum.!? Jika tidak ada bahan hukum maka tidak akan pernah
ditemukannya jawaban atas isu yang telah diketengahkan dalam suatu
penelitian hukum.'# Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis memilih
menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan bahan non

hukum.

12 1bid.

13 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar
Grafika: Jakarta, 2015, him 48.

14 1bid, him 49



a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif
yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.*> Adapun bahan hukum

primer yang digunakan adalah :

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

gz 1BLAM
T, s g P Y

fembaran™Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158;
-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

d. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana.

e. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang

15 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him 205.
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memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.® Bahan hukum sekunder
diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih
mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus
membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang
mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas
peraturan perundang-undangan dan komentar atas putusan hakim.’
c) Bahan Hukum Tersier
Di samping bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun

sekunder, penelitian hukuI‘wBﬁi—mﬁM bahan non hukum.

Penggunaansbahan, non hukum hanya meliputi bahan yang relevan
dengan_topik penelitian.® %&mQQJm Qpﬁ[ eru@\!Mw-buku
diluar ilmu hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-
jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.'® Penggunaan
bahan non hukum dalam penelitian hukum hanya bersifat fakultatif dan

untuk memperkuat argumentasi peneliti.

c. Teknik Analisa Data
Teknik Analisis Data yang digunakan dalam skripsi ini sebenarnya

merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan

16 |bid

17 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Op.cit, him 88
18 |bid
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hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk
merumuskan hipotesa.’® Data yang telah ada dianalisis dengan maksud
untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti,
kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang
digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian
disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif
berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah
yang akan dibahas.?°

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan isu

hukum yang diperoleh penulis kemudian dianalisis guna mengidentifikasi

fakta hukum, adapun IangkakIIBaIw_yavﬁiMan dalam melakukan

penelitianhukumayaitussebagai berikqu:21
1. Mengidentifikasi fakta huk@w Ct;an %r@e imisthaLThQ MMQ tidak

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah terkumpul;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

hukum; dan

19 http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1, di

akses pada tanggal 01 Desember 2020.

20 |bid.
21 peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him 2015.
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5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi argumentasi yang telah

dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijabarkan di atas
diharapkan dalam penulisan skripsi ini diperolehnya suatu jawaban yang
sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Bab | sehingga
hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
kebenarannya. Proses identifikasi fakta hukum memegang peranan yang
penting dalam suatu penelitian hukum karena akan berpengaruh terhadap isu

hukum yang akan dikaji permasalahannya.

E. Landasan Teorli I B LAM

1."Teori Kepastian Hukum S C h 00 | O 'F |_a W

Kepastian-adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat
adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan
fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiologi.?? Menurut Kelsen, hukum
adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang
menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

22 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo: Yogyakarta, 2010, him.59
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Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.
Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum
menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu
maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan
tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.?3

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas

dan logis. Jelas dalam aI!inIk_mﬁtM keragu-raguan (multi

tafsip-danoegissdelas dalam artian ia menjadi_suatu sistem norma
dengan_norma_lain sel‘%& tgaQtQtJenQaf aJauaéAM\bulkan
konflik ' norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum vyang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen vyang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang
sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan
moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum
yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang
buruk.?4

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

23 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana: Jakarta, 2008, him.158.
24 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus
Istilah Hukum: Jakarta, 2009, HIm. 385.
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mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.?®

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum,
yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang
mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya
kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain

dari sekedar menjamin tIanEl ﬁsMJkum.

Kepastianghukum itu_diwuj dkan oleh hukum dengan sifatnya
yang. hanya membuat sﬁ C;tur rQLQJ )Q LﬁﬁJWm Sifat
umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak
bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan
semata-mata untuk kepastian.?®

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus
sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut
Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-

bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan

25 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti: Bandung,
1999, him.23.

26 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko
Gunung Agung: Jakarta, 2002, him. 82-83 6 Ibid, him 95
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dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus
dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum
positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan
nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.?’
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan
dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar,
landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum
(Rechtbeginsellen) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum.

Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh

atau spirit dalam suatll Balg_—uAMipus M. Hadjon dan
Tatiek Sri Djatmiati yebutkan asgs-asas- hukum merupakan
disiplingyang.mula-mula eg;nbtlgg zggr n ijmlm@n\é{gemene
rechtsleer).”® Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat

membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke

dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara
Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic),
adanya asas-asas hukum (legal principle), adanya norma atau
peraturan perundang-undangan (legal rules) dan yang terakhir adalah

masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (legal society). Paton

27 Ibid.
28 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam, Liberty, Yogyakarta,
2006, him. 36
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menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup,
tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan
sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan,
bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan
sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh
karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila suatu
peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan
pertimbangan etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk
kearah yang diharapkan selama ini .?° Setelah diketahui beberapa
elemen substantif tentang asas hukum , akan dibahas lebih lanjut

terkait. asas-asas yanl rEarﬂMkum Acara Perdata.

AdapuRmasas-asas Hukum Acara Perdata di_ Indonesia sebagai

s School of Law

1. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum (Openbaarheid van

rechtspraak)

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik
beracara di persidangan. Karena sebelum Majelis hakim mulai
menyidangkan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan daripada putusan yang

akan diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya

29 Artikel Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tersedia di :
http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang _hukum_acara_perdata (small _claims ¢
ourt).p df diakses pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 16.05
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putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai
dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

Secara formil asas ini membuka kesempatan soccial control
yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila
dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum.3° Kecuali apabila
ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan
alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara

yang diperintahan oleh hakim.

Dalam prakti ringkali tefjadig kontradiksi. Asas ini
kebanyakan diIanggTrB;LAM para pihak beserta
kuasa hukumnya, di@@h@@%ge@aﬁen&a@é\wﬁugmam
suratgtidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya
diserahkan langsung kepada hakim seolah-olah telah dibacakan
untuk umum.3! Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung
yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para

pihak sehingga pengunjuk tidak lagi dapat mengontrol objektivitas

hakim.

2. Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid van de rechter)

30 Hukum Acara Perdata tersedia di :

http://www.academia.edu/9759643/HUKUM_ACARA PERDATA diakses pada 02 Desember
2020 pukul 21.51

31 Wahju Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka VYustisia,
Yogyakarta, 2012 him 37
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Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu
hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di
dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara
yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan
pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.®?
Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait
pengertian “hakim bersifat pasif’ ditinjau dari dua dimensi yaitu
dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa. Pertama, dari
sisi visi inisiatif datangnya perkara, atau tidaknya, gugatan
bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa

ataupun dirasa bahvia Bnla_t(ﬂjMar orang lain. Apabila

tidak diajukannya glgtan oleh para rhak maka tidak ada hakim
tg LQ Q f& W Kedua,

dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak

yang. mengadili perk

menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa
yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (secundum

allegat iudicare).33

Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak
dapat dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke
pengadilan dan hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam
praktiknya, penerapan asas “hakim bersifat pasif’ telah mengalami

pergeseran, khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau

32 |bid, him 37
33 lihat : Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Loc.cit him 18
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189 RBg. Eksistensi dari Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg
ini merubah pandangan agar hakim dalam mumutus perkara
perdata bersifat lebih aktif.3* Dengan ini dapat diketahui bahwa
hakim hanya akan mengadili perkara jika ada pihak yang
mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan
bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih
aktif dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-

masing pihak yang berperkara.

3. Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara (Audiet

Alteram Partem)

Dalam Pasal I B (L.LAMng Nomor 48 Tahun

2009 tentang Ke@eah @@@k{im@ ﬁinht@av\/ bahwa

_Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang’3®

Artinya, hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah
bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang
berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah
terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili
hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan
kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar

tanpa memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk

34 |bid
35 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1)
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mengemukakan pendapatnya di muka persidangan. Asas ini juga
berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak.
Dengan asas Audiet Alteram Partem, hakim haruslah adil dalam
membebankan pembuktian agar kesempatan untuk kalah atau

menang kedua belah pihak tetap sama tidak pincang.®
. Beracara dikenakan biaya (Nietkosteloze rechtspraak)

Pada asasnya biaya proses untuk peradilan tingkat
pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3)
PERMA nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengel ah Agung dan badan
peradilan dibawahny&.> Jfls]i idj L1I’j F?ala R 21 ayat
(4), Pasal"182, Pasa§8§-llR E?:F?Das:??% ay% gs,ﬁl):’\Zsal 192
sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya perkara meliputi biaya
kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.3®
Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya
perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-
cuma (prodeo) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau

Pasal 273 RBg yang berbunyi : “Barang siapa yang hendak

36 Wahju Muljono, Op.Cit.

37 Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Op.cit, him 25

38 Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Tinjauan Umum Hukum Acara Pedata, tersedia di :
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648-PK%20I11%20642.8275-Eksepsi%20terhadap-

Tinjauan%20umum.pdf diakses Pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 05.28
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berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak
mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara

cuma-cuma”.3°

Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara
secara cumacuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-
benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat
keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah
serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan
tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

5. Putusan Hakim HaruI (BtLAIAzM

Semua putu% @e}f@@l@ |ha@l§1 be@u\@d\/alasan-

alasafgputusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar
pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal
195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan
juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan
secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan

karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan

39 R Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR,RBg dan
Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 209
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karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum

(ratio legis).*°
6. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang
berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan

biaya ringan”.*!

Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat
pemeriksaan hingg a puetus osedurnya dilakukan
secara sederhana1iBLAthingga berpengaruh
terhadapgmmiangka S/\@}th @@slam@ 'F pﬁ(@v\/ Cepat,
merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan
dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan
efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada
penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses
pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum

acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

40 Wahju Muljono, Loc.Cit, him 38
41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)
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